Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Permasal ahan hukum dalam merger bank milik negara (Studi kasus
terhadap rencana merger Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan
Negara

Ferry Notarianthony Suryahadi

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=88684& | okasi=|okal

<b>ABSTRAK</b><br>

Kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Perbankan sekarang ini (Tahun 2004-2020), mengacu kepada 2
(dua) kebijakan dari institusi yang membawahi perbankan khususnya Bank Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di Indonesia, yaitu Bank Indonesia (Bl) dan Kementerian BUMN. Kebijakan Bl adalah :
Menciptakan fundamental sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, melalui rekomendasi
Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sementara K ebijakan Menteri BUMN adalah melanjutkan kebijakan
Liberalisasi Perbankan, Privatisass BUMN dan Konsolidass BUMN. Merger antar Bank Usaha Milik Negara
perlu dikaji dengan munculnya Kebijakan Bl yaitu Single Presence Policy (SPP) yang mengatur
kepemilikan tunggal saham pengendali bank di Indonesiatermasuk Pemerintah untuk melepaskan
kepemilikan saham pengendali di 4 (empat) bank BUMN menjadi pemilikan saham pengendali di 1 (satu)
bank BUMN Baja, salah satu alternatif Pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendali
tersebut dengan melakukan merger atau konsolidasi terhadap Bank BUMN tersebut. Merger Bank BUMN
yang dikaji oleh penulis adalah rencana merger antara Bank Rakyat Indonesia (BRI] dan Bank Tabungan
Negara (BTN) dimana akan dibahas mengenai kebutuhan merger antar Bank BUMN, perlunya merger bagi
Bank BUMN serta permasalahan hukum yang terjadi dalam rencana merger tersebut. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian preskriptif dan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur merger bank di Indonesia. Bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan
adalah studi dokumen yang diperkuat dengan wawancara serta metode pengol ahan data secara kualitatif
sehingga hasi| penelitian berbentuk Preskriptif-Analitis. Penelitian ini setelah dianalisa dapat disimpulkan
bahwa merger antara Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara perlu dilakukan untuk saling
memperkuat kompetensi yang dimiliki masing-masing bank serta untuk menghadapi persaingan usahayang
ketat dalam industri perbankan. Merger BRI dan BTN tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia serta pihak-pihak yang merasa dirugikan memiliki perlindungan hukum yang diatur
dalam peraturan Perundangundangan tersebut. Oleh karenaitu Merger BRI dan BTN perlu segera dilakukan
dan rencana merger ini juga memperhatikan faktor lain selain hukum seperti politik dan ekonomi agar dapat
memberikan sinergi bagi bank hasil merger dan mampu menghadapi internal shocks maupun external
shocks.
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